
 

 

 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI 
PROVINSI RIAU 

 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI 
NOMOR  12 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG TATA 
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI 

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) 
dan Dampaknya, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan 

Meranti Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan penyesuaian; 
 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti 
sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan 

Meranti Nomor:    13/TS/DPMD/I/2021 tanggal 24 Februari 
2021, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati; 
 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 
Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 
2021; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan 

Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968); 

 
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 



Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
 

 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

 
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 
 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5864); 
 

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 94;  
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang   Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); 
 



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611); 

 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 
Anggaran 2020 Dalam Rangka enanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 
 

13. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021; 

 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 
2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID 19) dan Dampaknya; 

 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang 

Pengelolaan Dana Desa; 
 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti  Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 

Meranti Tahun 2020 Nomor 7); 
 

17. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 39 Tahun 2016 

tentang Kedudukan Susunan Organisasi  Tugas Pokok Dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Kepulauan Meranti;  
 

18. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 88 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021 (Berita 
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 88). 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP 

DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 
2021. 

 
 

Pasal I 

 
Diantara Pasal 14 dan 15 Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 
2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa 

di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten 
Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 1), disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 14A 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
 

 
 



Pasal 14A 

 
(1) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 

19) di seluruh Desa ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu 
Dana Desa setiap Desa, diluar dan tidak termasuk pendanaan untuk Bantuan 

Langsung Tunai (BLT). 
 

(2) Kepala Desa melakukan penyesuaian Penggunaan Dana Desa atas kegiatan 

penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

 
(3) Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) ditingkat Desa atau melalui pos jaga di 
Desa. 

 
(4) Pos Komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) 

atau pos jaga di Desa memiliki fungsi: 

a. pencegahan; 
b. penanganan; 

c. pembinaan; dan 
d. pendukung pelaksanaan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID 19) di tingkat Desa. 
 

(5) Rincian Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) 

termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. 

 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. 
 

Ditetapkan di Selatpanjang 

pada tanggal  1 Maret 2021 
  

 BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 
 
                                                                                

  ttd 
 

    MUHAMMAD ADIL 
   
Diundangkan di Selatpanjang 

pada tanggal 1 Maret 2021 
  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, 

 
 

    ttd 
 
KAMSOL 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR 12 


